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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro yang meliputi:

1. penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; 
2. pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; 
3. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan 
4. pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. 


Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga awal Agustus 2010 total pelaku usaha mikro yang terdata sekitar 45.847.552 usaha yang tersebar di 33 provinsi dan menyerap tenaga kerja sebesar 90,9 juta atau 99,04% dari total angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Nilai investasi UMKM mencapai Rp. 640,4 triliun atau 52,9 persen dari total investasi dan menciptakan devisa Rp 183,8 triliun atau 20,2 persen. Meskipun jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 45,8 juta, namun hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 53,30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Yakni sebesar 46,96% investasi, dan 20,02% ekspor. Banyak UMKM dinilai tidak layak berkembang dan masih banyak yang tidak bisa menghasilkan produk yang diterima pasar.     

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

Pemerintah memainkan suatu peran penting dalam menyediakan suatu lingkungan makro ekonomi yang mendukung dan dengan cepat meningkatkan infrastruktur. Seperti di Bali, pemerintah lokal mengadopsi suatu kebijakan yang terbuka terhadap kehadiran usahawan asing, dan prosedur ekspor tidaklah terlalu membebani usahawan. Hampir semua jenis intervensi untuk pertumbuhan industri kecil telah dicoba di Indonesia, antara lain kredit bersubsidi, program pelatihan (dalam keahlian teknis dan kewiraswastaan), penyuluhan, input bersubsidi, bantuan pemasaran, pengadaan infrastruktur, fasilitas umum, industri perkebunan, dan seterusnya. Ada banyak program bantuan keuangan dan teknis menyebar di berbagai kementerian dan sistem perbankan. Pembinaan (bimbingan) terhadap golongan ekonomi lemah adalah konsep dasar di masa lampau, masa kini dan mungkin masa depan dalam pendekatan kebijakan pemerintah. Akan menjadi sukar untuk menyempurnakan suatu perubahan dalam pendekatan kebijakan, terutama jika ada informasi yang sedikit tentang efektivitas dari program yang ada. Efektivitas dan sukses mereka secara khas terukur oleh apakah target tahunan telah tercapai lebih dari yang ditetapkan.

Namun demikian, bukti dari lapangan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak valid. Pertama, mayoritas perusahaan UMKM tidak pernah menerima bantuan keuangan maupun teknis. Tingkat keikutsertaan perusahaan UMKM dalam program bantuan sangat rendah. Berry et. al. (2001) mengatakan dimana untuk Jawa Tengah pada 1992 tingkat keikutsertaan perusahaan UMKM di bawah 10%. Hanya 17% perusahaan UMKM dalam provinsi terpilih yang benar-benar menggunakan berbagai jenis pinjaman bank.

Kedua, bantuan keuangan dan teknis kepada enam kluster industri kecil mengungkapkan sedikit bukti dukungan pemerintah terhadap generasi tenaga kerja dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang menerima dan tidak menerima bantuan menunjukkan pola pertumbuhan yang serupa, menunjukkan adanya faktor lain yang menjelaskan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ulang  menunjukkan bahwa kemungkinan bantuan yang diterima secara positif dan signifikan berhubungan dengan ukuran perusahaan dan keberadaan produsen wanita.

Berbagai studi tentang kredit untuk industri UMKM di Indonesia menekankan bahwa usahawan tidak mengeluh tentang tingkat bunga yang tinggi untuk kredit formal, tetapi akses mereka kepada kredit formal adalah suatu hambatan utama. Sejak serangan krisis ekonomi tahun 1997-1998, berbagai program kredit baru dengan subsidi tingkat bunga telah diluncurkan, di dalam rangka pengurangan kemiskinan dan program jaring pengaman sosial. Untuk menerapkan kebijakan barunya untuk UMKM, pemerintah telah menyetujui perubahan kebijakan industri sehingga mendorong pertumbuhan UMKM lebih lanjut dan meningkatkan daya saing industri Indonesia. 

Perubahan yang dilakukan antara lain, pemerintah telah mengefektifkan bentuk kredit yang disubsidi untuk UMKM dan menyiapkan suatu kebijakan investasi kompetitif. Salah satu contoh adalah pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasi batas maksimal pengucuran niIai KUR bagi usaha mikro yang semula maksimal Rp.5 juta menjadi Rp.20 juta untuk meningkatkan wirausaha yang masuk ke sektor hulu industri pertanian, kelautan/perikanan dan industri kecil. Dijelaskannya, sektor UMKM yang mampu meningkatkan kontribusi bagi PDB adalah kerajinan, kelautan/perikanan dan pertanian karena Indonesia adalah negara agribisnis.


Kebijakan pemberdayaan UMKM di Indonesia secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian, perikanan/kelautan dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka itu, pengembangan UMKM diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing. Sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian, perikanan/ kelautan dan perdesaan. Tantangannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang telah ditempuh tersebut mendukung pertumbuhan sektor industri UMKM dengan tujuan mencapai keadilan. 
Kendala yang terjadi pada kelompok usaha mikro sektor perikanan untuk mengakses pembiayaan sangat beragam. Di antaranya, karena informasi yang mereka terima sangat terbatas, sukar mendapat akses kepada sumber pendanaan yang terjangkau. Menurut statistik dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, usaha mikro hanya sekitar 9% yang sudah dilayani perbankan nasional dan umum. Akses mereka ke bank perkreditan rakyat (BPR) bahkan baru mencapai 3%. Usaha mikro bahkan kerap tidak mampu memenuhi persyaratan lembaga keuangan seperti syarat administratif dan kolateral. (Sulistyowati dan Riskayanto, 2006)

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan UMKM di atas, peneliti berusaha untuk mendalami permasalahan UMKM dan berusaha untuk lebih memperdayakan UMKM di Maluku Utara, terutama di Kota Ternate. Wilayah Kota Ternate yang mempunyai luas 5.795 km2, terdiri dari luas perairan 5.544,7 km2 atau 95,67% dan luas daratan 250,55 km2 atau 4,33%, dengan bentangan pantai sepanjang ±124 km. Secara geografis, Kota Ternate merupakan kota pulau dan kota pantai yang terletak antara 1270  Bujur Timur dan 1240 Bujur Barat serta  30  Lintang Selatan dan terdiri dari 8 buah pulau, 3 diantaranya tidak berpenghuni. 


Sesuai hasil sensus penduduk Kota Ternate tahun 2010 (BPS Kota Ternate, 2010),  jumlah total penduduk adalah 185.655  jiwa, yang terdiri dari 94.544 pria dan 91.111 wanita dan tersebar dalam 7 (tujuh) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri. Dengan pencaharian penduduk di Kota Ternate yang paling dominan adalah nelayan/perikanan, petani perkebunan, petani tanaman pangan, peternak, serta perdagangan.


Dengan luas wilayah yang sekitar 96% laut, maka sebagian besar penduduk Kota Ternate bermata pencaharian sebagai nelayan atau di sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Kota Ternate meliputi  perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Tabel 1.1. memperlihatkan bahwa jumlah pengusaha sektor usaha mikro di bidang perikanan di Kota Ternate mendominasi sekitar 72% dari keseluruhan UMKM. Data diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate tahun 2009. Untuk itulah penelitian ini lebih difokuskan pada usaha mikro di bidang perikanan. Secara lengkap data tersebut dapat di lihat pada Tabel 1.1. di halaman berikut ini.

Tabel 1.1
	No
	Sumber Daya Perikanan
	TAHUN

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	M
	K
	Me
	M
	K
	Me
	M
	K
	Me
	M
	K
	Me

	1
	Perikanan Tangkap
	290
	75
	18
	285
	73
	18
	283
	76
	20
	304
	76
	21

	2
	Perikanan Budidaya
	101
	25
	7
	92
	26
	8
	93
	30
	8
	108
	30
	9

	3
	Perikanan Pengolahan
	108
	52
	10
	112
	49
	11
	120
	58
	10
	126
	62
	11

	
	J u m l a h
	499
	152
	35
	489
	148
	37
	496
	154
	38
	538
	168
	41


Jumlah UMKM di Kota Ternate 2006-2009

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate 2010
Keterangan :
- M  
: Usaha mikro



- K
: Usaha kecil



- Me
: Usaha menengah

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat pada perkembangan jumlah unit usaha mikro  bidang perikanan dari tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak mengalami banyak perubahan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dalam arti belum banyak diantara mereka yang berstatus usaha mikro meningkat menjadi pengusaha kecil maupun usaha menengah. Hal yang sama dialami juga oleh usaha kecil dan menengah. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM, terutama usaha mikro yang ada di Kota Ternate.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah sampai saat ini optimalisasi dan produktivitas perikanan budidaya oleh UMKM di Kota Ternate masih rendah, hal ini dapat dilihat dari luas areal budidaya yang sudah dikembangkan dan produksi yang dicapai.  Jadi berdasarkan perkembangan luas areal budidaya yang telah dimanfaatkan dengan potensi areal yang ada menujukkan bahwa tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan di Kota Ternate masih sangat rendah. Permasalahan tersebut karena adanya beberapa kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
1. Belum memiliki perijinan usaha dan badan hukum bagi usaha mikro sektor perikanan dan sebagian besar bentuknya perorangan dengan manajemen sederhana.

2. Belum mampu untuk mendapatkan kredit dari perbankan karena keterbatasan  kemampuan  mereka dalam  menyediakan  persyaratan yang diminta oleh pihak bank.

3. Produksi usaha mikro tidak berkembang dan belum berorientasi  ekspor.

4. Pelaku usaha dan  karyawan masih berpendidikan relatif rendah dan jarang mendapatkan pelatihan.
Tabel 1.2

Produksi  Perikanan Tangkap Oleh Usaha Mikro di Kota Ternate

	 Kecamatan
	2005

(ton)
	2006

(ton)
	2007

(ton)
	2008

(ton)
	2009

(ton)

	Pulau Ternate
	1.355,12
	1.282,23
	1.459,72
	1.453,47
	673,61

	Moti
	504,04
	591,40
	567,61
	550,72
	601,53

	Ternate Selatan
	523,08
	556,96
	661,92
	720,17
	577,20

	Ternate Utara
	2.042,45
	2.096,91
	2.307,07
	2.152,94
	2.694,17

	Ternate Tengah
	-
	-
	-
	450,53
	108,62

	Pulau Batang Dua
	-
	-
	-
	198,28
	484,71

	Pulau Hiri
	-
	-
	-
	-
	434,70

	Jumlah Total
	4.424,69
	4.527,51
	4.996,33
	5.526,11
	5.574,54


Sumber :  Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2010


Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa perkembangan produksi perikanan tangkap  usaha mikro di Kota Ternate masih belum begitu baik. Dengan potensi standing stock ikan sebesar 71.757,28  ton/tahun maka pencapaian penangkapan ikan rata-rata sebesar 7% dari potensi standing stock ikan. 


Dari sisi perikanan budidaya terlihat bahwa jumlah hasil produksi belum sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan kata lain  hasil produksi belum optimal karena kecilnya jumlah produksi dari masing-masing unit usaha berskala mikro.  Kota Ternate memiliki potensi wilayah pengembangan budidaya laut dan  budidaya air tawar sebagai berikut :

1.
Budidaya Laut : 

a. Rumput Laut dengan Potensi 50 Ha

b. Ikan Kerapu dengan Potensi 80 Ha

2.
Budidaya Air  Tawar

a. Perairan Umum/Danau dengan Keramba Jaring Apung untuk  Ikan Mas,  Nila, Mujair seluas 25 Ha.

b. Kolam : Ikan Lele, Mas, Nila, Mujair dan Gurami seluas 15 Ha.

Tabel 1.3. 
Produksi Perikanan Budidaya Oleh Usaha Mikro di Kota Ternate

	No.


	Uraian
	Produksi Tahun

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	I.

1.

2.

3.


	Budidaya Laut

Ikan  Kerapu :

· Kerapu Tikus

· Kerapu Mamin

Kerapu Lodi

Lobster

Ikan Hias :

Angel Diana

Napoleon

Leter Sit
	  490 Kg

  285 Kg

  95 Kg

520 Kg

   4.860 ekor

 196 ekor

 240 ekor
	510 Kg

290 Kg

112 Kg

572 Kg

   4.860 ekor

 194 ekor

 244 ekor
	513 Kg

308 Kg

103 Kg

587 Kg

   4.920 ekor

 205 ekor

 260 ekor
	519 Kg

290 Kg

116 Kg

572 Kg

4.972 ekor

206 ekor

277 ekor
	    524 Kg

    342 Kg

    122 Kg

    624 Kg

   5.084 ekor

 209 ekor

 278 ekor

	II.

1.

2.


	BudidayaAir Tawar 

Jaring Apung :

· Ikan Mas

· Ikan Nila

· Ikan Mujair

· Ikan Lele

· Ikan Gurami

Kolam :

· Ikan Mas

· Ikan Nila

· Ikan Mujair
	1.320  Kg

1.100  Kg

1.800  Kg

  214  Kg

    14  Kg

  150  Kg

536  Kg

3.100  Kg
	1.232 Kg

1.155 Kg

1.800 Kg

310 Kg

15 Kg

     150 Kg

     520 Kg

  3.213 Kg
	 1.344 Kg

 1.100 Kg

 1.800 Kg

     279 Kg

      19 Kg

186 Kg

532 Kg

3.276 Kg
	1.188 Kg

1.155 Kg

  1.860 Kg

     310 Kg

       19 Kg

     155 Kg

     572 Kg

  3.245 Kg
	1.350 Kg

1.210 Kg

  1.891 Kg

284 Kg

22 Kg

     189 Kg

     583 Kg

  3.276 Kg


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2010


Untuk produksi pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate masih bergantung pada dukungan perikanan tangkap, karena bahan bakunya masih diperoleh dari hasil penangkapan di laut.  Namun demikian produksi pengolahan memiliki distribusi pemasaran yang cukup luas dibandingkan dengan budidaya dan penangkapan itu sendiri. Pengolahan hasil perikanan di Kota Ternate  terbagi atas tiga skala usaha, yaitu skala mikro yang meliputi pengeringan, penggaraman, pengasapan, fermentasi, dan pemindangan. Skala kecil meliputi filet, pengeringan, dan penggaraman. Skala menengah dan besar meliputi pembekuan (frozen), pengasapan (smoked), dan filet (fillet). Untuk pengolahan hasil perikanan dengan cara pengeringan dan pengasapan, masih menggunakan cara tradisional, dengan menajemen yang sederhana pula.  

Tabel 1.4

Produksi Perikanan Pengolahan Oleh Usaha Mikro di Kota Ternate Tahun 2009

	NO
	JENIS PRODUKSI
	JUMLAH PELAKU
	PRODUKSI  (Kg)
	KET.

	
	
	USAHA
	Hari
	Bln
	

	1
	Pengeringan / Penggaraman
	 
	 
	 
	 

	 
	- Pindang
	5
	20
	500
	Aktif

	 
	- Kecap Ikan
	2
	15
	375
	Aktif

	 
	- Abon Ikan
	10
	25
	625
	Aktif

	 
	- Cumi-Cumi Kering
	4
	15
	375
	Aktif

	 
	- Ikan Kering / Asin
	12
	250
	6.250
	Aktif

	2
	Pengasapan
	81
	600
	15.000
	Aktif

	3
	Pembekuan
	12
	275
	6.875
	Aktif

	Jumlah 
	126
	 1.000
	 30.000
	 


Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, 2010

Selain masalah-masalah tersebut di atas, sebagai pusat perdagangan kondisi UMKM sektor perikanan di Pulau Ternate saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain sebagian besar pelaku utama masih berpendidikan relatif rendah dan jarang mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan usaha yang baik dan benar. Di sisi lain tenaga kerja yang mereka milikipun kurang terampil dan kurang produktif. Dari sisi usaha maka sebagian besar dari mereka belum memiliki badan hukum dan perijinan usaha, sehingga masih kesulitan memperoleh dana dari lembaga keuangan. Dan dari sisi produk maka produksi mereka tidak stabil dan tidak berorientasi ekspor. Hal-hal inilah yang saat ini menjadikan banyak UMKM sektor perikanan, terutama yang berskala mikro dan kecil kurang berkembang baik dalam segi jumlah dan produksi. Untuk itulah  dan memerlukan penanganan secara lebih serius agar kinerja dapat lebih meningkat dan dapat diberdayakan bagi kemakmuran rakyat.


Fenomena Gap merupakan perbedaan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan terjadi di lapangan. Terdapat fenomena gap di  usaha mikro sektor perikanan di Kota Ternate, antara lain :

Wilayah Kota Ternate yang mempunyai luas 5.795 km2, terdiri dari luas perairan 5.544,7 km2 atau 95,67% dan luas daratan 250,55 km2 atau 4,33% dengan bentangan pantai sepanjang ±124 km. Secara geografis, dengan kondisi perairan laut seluas 95,6% maka menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate akan terdapat nelayan tangkap, nelayan budidaya dan nelayan pengolahan berskala mikro sekitar 1.500 nelayan, sedangkan saat ini hanya 538 nelayan dan dengan tingkat pertumbuhan yang ideal sebesar 20% per tahun.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate, kinerja perkembangan produksi perikanan tangkap usaha mikro di Kota Ternate masih belum begitu baik. Dengan potensi standing stock ikan sebesar 71.757,28  ton/tahun maka pencapaian penangkapan ikan rata-rata 7% dari potensi standing stock ikan. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, seharusnya yang ideal adalah sebesar 35%-40%. Sehingga pencapaian tangkapan oleh sektor usaha mikro adalah sebesar 25.000 ton – 28.500 ton.

Untuk perikanan budidaya, data produksi ideal berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate untuk budidaya air laut adalah  kerapu adalah 2.200 kg, lobster 1.600 kg dan ikan hias 16.000 ekor. Dan untuk budidaya air tawar adalah jaring apung 25.000 kg dan kolam 13.000 kg. Sementara data aktual untuk budidaya air laut adalah kerapu adalah 870 Kg - 988 Kg, lobster adalah 520 Kg – 624 Kg dan untuk ikan hias adalah 5.296 - 5.570 ekor. Sementara data aktual untuk budidaya air tawar berupa jaring apung adalah 4.447 Kg – 4.756 Kg dan kolam adalah 3.786 kg – 4.048 kg.

Disisi lain untuk pencapaian perikanan pengolahan seperti dikatakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, maka untuk usaha pengeringan idealnya adalah 1.500 kg/hari, pengasapan adalah 3.000 kg/hari dan usaha pembekuan adalah 500 kg/hari. Sedangkan kenyataan yang ada adalah usaha pengeringan = 325 kg/hari, pengasapan = 600 kg/hari dan pembekuan = 275 kg/hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

Tabel 1.5:
Pencapaian Perikanan Pengolahan UMKM Sektor Perikanan 

di Pulau Ternate

	Keterangan
	Hasil Yang Diperoleh

	
	Idealnya
	Hasil Aktual
	Selisih

	Jumlah Sektor Usaha Mikro
	1.500 unit usaha.
	489 unit usaha sampai 538 unit usaha.
	Minus 962 - 1.011 unit usaha.

	Pencapaian Perikanan Tangkap
	25.000 ton – 28.500 ton
	4.425 ton – 5.575 ton
	Minus 20.575 ton – 22.925ton

	Pencapaian Perikanan Budidaya  

1. Budidaya Laut :

    a. Kerapu

    b. Lobster

    c. Ikan Hias

2. Budidaya Air Tawar :

    a. Jaring Apung

    b. Kolam 
	  2.200 Kg

  1.600 Kg

16.000 ekor

25.000 Kg

13.000 Kg
	870 Kg - 988 Kg

520 Kg – 624 Kg
5.296 – 5.570 Kg

4.447 Kg – 4.756 Kg

3.786 Kg – 4.048 Kg
	Minus 1.212 Kg – 1.330 Kg.

Minus 976 Kg – 1.080 Kg

Minus 10.430 Kg -
10.704

Minus 20.244 Kg – 20.553 Kg

Minus 8.952 Kg – 

9.214 Kg

	Pencapaian Perikanan Pengolahan

1. Pengeringan

2. Pengasapan

3. Pembekuan
	1.500 Kg/hari

3.000 Kg/hari

   500 Kg/hari
	   325 Kg/hari

   600 Kg/hari

   275 Kg/hari
	Minus 1.175 Kg/hari

Minus 2.400 Kg/hari

Minus 225 Kg/hari


Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate 2010
Program dan kegiatan peningkatan kinerja UMKM oleh pemerintah, antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai rancangan peraturan perundangan, antara lain rancangan undang-undang (RUU) tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, RPP tentang koperasi simpan pinjam (KSP), tersusunnya konsep pembentukan biro informasi kredit Indonesia, berkembangnya pelaksanaan unit pelayanan satu atap di berbagai kabupaten/kota, terbentuknya forum lintas pelaku pemberdayaan UMKM di daerah, terselenggaranya bantuan sertifikasi hak atas tanah kepada lebih dari 40 ribu pengusaha mikro dan kecil di 24 propinsi, berkembangnya jaringan layanan pengembangan usaha oleh Business Development Service (BDS) providers di daerah disertai terbentuknya asosiasi BDS providers Indonesia,  meningkatnya kemampuan permodalan sekitar 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten/kota termasuk KSP di sektor agribisnis, terbentuknya pusat promosi produk koperasi dan UMKM, serta dikembangkannya sistem insentif pengembangan UMKM berorientasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroindustri. Hasil-hasil tersebut telah mendorong peningkatan peran UMKM terhadap perluasan penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan (Totok Heri Wibowo, 2008) 

Selain itu akhir-akhir ini kebijakan peningkatan kinerja UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional sejak tahun 2006. Dalam kerangka itu, pengembangan UMKM, termasuk di dalamnya usaha mikro sektor perikanan diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing. 

Sementara itu pengembangan usaha skala mikro sektor perikanan diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.  Seperti penelitian Hill (2001), tantangannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang telah ditempuh tersebut mendukung pertumbuhan sektor industri dasar sehubungan dengan manfaat kompetisi Indonesia, dengan menciptakan program kebijakan UMKM dengan tujuan mencapai keadilan. Kendala yang terjadi pada kelompok usaha mikro sektor perikanan untuk mengakses pembiayaan sangat beragam. Di antaranya, karena informasi yang mereka terima sangat terbatas, sukar mendapat akses kepada sumber pendanaan yang terjangkau. 

 Karena itu Kementerian Koperasi dan UKM merekomendasi agar perbankan bisa mempersiapkan perkuatan permodalan yang kompatibel dan berkelanjutan sesuai dengan karakter usaha mikro maupun kecil dan menengah. Untuk mengatasi kesulitan permodalan, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan 
dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM dengan prosedur yang tidak sulit. Di samping itu, agar lembaga pembiayaan untuk sektor UMKM menjadi lebih kuat dan tangguh, jaringan antar lembaga 
keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan. (Kuncoro, 2007)

Pengembangan kewirausahaan pada kelompok usaha mikro di sektor perikanan terutama kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia dapat ditempuh melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan. Pelatihan diutamakan pada bidang yang sesuai dengan unit usaha yang menjadi andalan. Selain itu juga diperlukan pelatihan manajerial karena pada umumnya pengusaha mikro lemah dalam kemampuan manajemen dan banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terdidik (Berry, 2001). Juga tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri mikro dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. (Kuncoro, 2007).

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dirumuskan research gap seperti terlihat dalam Tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6 
Research Gap

	No
	Permasalahan (Hubungan antar variabel)
	Riset Gap
	Penulis/Jurnal

	1
	Hubungan antara lingkungan bisnis dengan kinerja UMKM di sektor perikanan.
	- Signifikan  

   positif.

- Signifikan  

  negatif.
	- Almilia dan Wijayanto (2007)

- Cavusgil dan Zou (2003)

	2
	Hubungan antara Hubungan dengan Bank dengan kinerja UMKM di sektor perikanan


	- Signifikan 

  positif

- Signifikan 

  Negatif
	- Hankinson (2000)

- Kuncoro (2007)



	3
	Hubungan antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja UMKM di sector perikanan.


	- Signifikan 

   positif

- Signifikan 

  Negatif
	- Berry (2001)

- Kuncoro (2007)


         Sumber: Dari berbagai jurnal


Berdasarkan fenomena gap dan research gap, maka penelitian ini meneliti lebih lanjut permasalahan yang dihadapi oleh UMKM terutama sektor usaha mikro dan kecil di sektor perikanan yang ada di Propinsi Maluku Utara, khususnya Pulau Ternate.


1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah: perkembangan jumlah UMKM bidang perikanan di Pulau Ternate pada periode tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak mengalami banyak perubahan, dimana adalah sampai saat ini optimalisasi dan produktivitas perikanan budidaya oleh UMKM di Kota Ternate masih rendah, hal ini dapat dilihat dari luas areal budidaya yang sudah dikembangkan dan produksi yang dicapai.  Jadi berdasarkan perkembangan luas areal budidaya yang telah dimanfaatkan dengan potensi areal yang ada menujukkan bahwa tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan di Kota Ternate masih sangat rendah. Selain adanya fenomena gap tersebut, penelitian ini juga didukung adanya research gap, yaitu: masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh lingkungan ekternal, hubungan dengan bank, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM sektor perikanan, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja UMKM sektor perikanan di Pulau Ternate.  Dari rumusan masalah tersebut diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja UMKM sektor perikanan?

2. Bagaimana pengaruh hubungan dengan bank terhadap kinerja UMKM sektor perikanan?

3. Bagaimana pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM sektor perikanan?

1.3. Tujuan Penelitian
Berikut ini adalah beberapa tujuan yang diharapkan akan diperoleh sehubungan diadakannya penelitian, yaitu :

1. Menganalisis pengaruh lingkungan bisnis terhadap kinerja UMKM sektor perikanan.

2. Menganalisis pengaruh hubungan dengan bank terhadap kinerja UMKM sektor perikanan.
3. Menganalisis pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM sektor perikanan.
1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang nantinya diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis


Dengan adanya penelitian ini adalah sebagai tambahan referensi untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan pada bidang 
manajemen strategis, khususnya masalah yang berkaitan dengan 
peningkatan kinerja UMKM khususnya usaha mikro sektor  
perikanan di Kota Ternate, Propinsi 
Maluku Utara.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan bagi berbagai pihak antara lain Pemerintah Indonesia/Instansi terkait, Bank Indonesia, dan pihak perbankan nasional terkait dengan strategi peningkatan kinerja UMKM, terutama  usaha mikro di sektor perikanan di Kota Ternate pada khususnya dan Propinsi Maluku Utara pada umumnya,  maupun kota-kota dan propinsi-propinsi lain yang ada di seluruh Indonesia.

3. Manfaat Akademis


Penelitian ini untuk menambah referensi, bahan kajian dan pertimbangan 
untuk penelitian selanjutnya terutama berkaitan strategi peningkatan 
UMKM terutama  usaha mikro di sektor perikanan.
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